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BUPATI KUDUS

lj;\!\w;\ dengan dimdangkannya Peraturan Dacrah Kabupaten
Kudus - Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan
Admmistiasi Kependudukan, maka quna p(;l:lk‘;:mn;mmja perlu
mengatur pelaksanaan Poraturan Dacrah dimaksud
bahwa berdasarkan pertimbangan se

bagaimana dimaksud huruf a
perlu menetapkan Peraturan Bupat,

Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah  Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi  Jawa
Tengah,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037 )

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
[ambahan [ embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
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1.

12.

13,

14.

Uadang Undany Nomor 372 Tahun 2004 tentang pemenntahan
Daerah (Lembatan Negata Republik Indonesis Tahun 2004 Nomor
125 Tambahan Lembaran Negarg Republik indonesia Nomor
4437} sebagaimana telah bebetapa kay diubah terakhr dengan
Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerntahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonosia Tahun 2008 Nomor
59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 lentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia (Lembaran Negara Re

publik Indonesia Tahun
2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4634),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ter
Kependudukan (Lembaran Negara Re
Nomor 124, Tambah
Nomor 4674)

Wang  Administrasi
publik Indonesia Tahun 2006
an Lembaran Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 75 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahu

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Neg

] ara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4736),

n 2007 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun

2008 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pendaftaran Penduduk da

n Pencatatan Sipil:

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Kudus Nomor 10
Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat Il Kudus (Lemparan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Kudus Tahun 1988 Nomor 4 );
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus N
Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah

2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Nomor 106 )

omor 3 Tahun 2008 tentang

Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Kudus Tahun
Daerah Kabupaten Kudus



Menetapkan

PERATURAN  BUPAT| TENTANG
DAERAH KABUPATEN KUDUS NO)
PENYLLENGGARAAN ADMINIS | RASTKE 1y

Dalam Peraturan Bup
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<

(62]

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus g,
Penyelenggaraan Administiasi Kepepg
Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomnoy
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 14

Mot 12 Tahun 2008 t(’-llli|!|;§
udukan (Lembaran U“Hf'."
12, Tambahan 1 embaran

MEMUTUSKAN

Pk LAKSANAAN PERATURAN
MOR 1y IAHIUN 2008 ITNTANG
NDUDUKAN

BAIR |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
aliinnyang dimaksud dengan
Dacrah adalah Kabupaten Kudus
Pemerntah Dacrah Kabupaten

Pemenntah Kabupaten adalah
sebagar unsur penyelengg

yang - selanutnya disenut

Bupati dan Perangkat Daerah
Jata pemernntahan dacerah

Bupati adalah Bupati Kudus

Dinas Kependudukan  dan

Pencatatan Sipil  adalah  Dinas
Kependudukan dan Pencat

atan Sipil Kabupaten Kudus

Kepala Dinas Kependudukan d

an Pencatatan Sipil adalah Kepala
Dinas Kependudukan dan P

encatatan Sipil Kabupaten Kudus

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan
dan  penertiban dalam  penerbitan dokumen  dan Data
Kependudukan melalyi Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil
pengelolaan  informasi Administras; Kependudukan serta

pendayagunaan hasilnya  untuk pelayanan  publk dan
pembangunan sektor lain

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang
bertempat tinggal di Indonesia

Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNJ adalah
orang-orang bangsa Indonesii asl dan orang-orang bangsa lain
yang disahkan dengan undang undang sebagar WN|
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17.

18.

19.

Crang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia
Nakumen Kependudukan adalah dokumen resm yang diterbitkan
aleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Spij yang mempunyal
kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dar
pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Data Kependudukan adalah data Persecrangan dan/atau data

agregat yang terstruktur sebagai hasil dar kegiatan Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil

Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biod
pencatatan atas pelaporan  Peristiwa
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi
Penerbitan Dokumen Kependudukan berupa
surat keterangan kependudukan.

ata Penduduk,
Kependudukan dan
Kependudukan serta
kartu identitas atau

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk
yang harus dilaporkan karena membawa akibat
penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda
dan/atau surat keterangan ke
datang, perubahan alamat s
tinggal tetap

terhadap
Penduduk
pendudukan lainnya meliputi pindah

erta status tinggal terbatas menjadi

Nomor Induk Kependudukan, selan
nomor identitas Penduduk
melekat

Indonesia

jutnya disingkat NIK, adalah
yang bersifat unik atau khas, tunggal dan
pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk

Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas
keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan
dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas
resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil vang berlaku di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami

oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan
pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pengangkatanrya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang
meliputi kelahiran, kematian. |ahir mati, perkawinan, perceraian,
pengakuan anak, pengesahan  anak, pengangkatan anak,
perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
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29,

26.

27.

28.

lzn Tinggal Terbatas adalah 1zin inggal yang diberikan kepada
Qrang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia dalam jangka waktu yang terhatas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

[zin Tinggal Tetap adalah izin tlrjggal yang yang diberikan kepada
Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia sesuai  dengan ketentuan peraturan  perundang-
undangan.

Petugas Registrasi adalah pegawai ne
dan tanggung jawab memberikan pela
Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan
penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.

geri sipil yang diberi tugas
yanan pelaporan Peristiwa

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat

SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatan informasi dan
komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi

kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan

Data Pribadi adalah data perseorangan yang disimpan, dirawat, dan
dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya

Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya disingkat KUA
Kecamatan adalah satuan kerja yang raelaksanakan pencatatan
nikah, talak, cerai, dan ry

Juk pada tingkat Kecamatan bagi
penduduk yang beragama islam

Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas
terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan
pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di

halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan
Sipll

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang

khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

BAB I
PENDELEGASIAN WEWENANG
Pasal 2

Bupati mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pendaftaran

penduduk dan  pencatatan sipil kepada Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.




(2) Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana chmaksuq
pada ayat (1) Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil
memberikan mandat kepada Pejabat ; lingkungan  Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penandatanganan dan
legalisir dokumen kependudukan

(3) Berdasarkan pendelegasian dan pemberian mandat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil dan pejabat g lingkungan  Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipj| wajib m

emberikan laporan

pelaksanaan tugas kepada Bupat Secara hierarkhis
(4) Pemberian mandat penandatanganan dan
kependudukan sebagaimana dimak

dengan Keputusan Ke
Sipil

legalisir - dokumen
sud pada ayat (2) ditetapkan
pala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

BAB lI
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu
Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 3

(1) Pencatatan biodata penduduk WNI dilakukan setelah memenuhi
syarat berupa:
a. Surat Pengantar dari RT dan RW; dan
b. Dokumen Kependudukan yang dimiliki, antara lain
1. Kutipan Akta Kelahiran:
ljazah atau Surat Tanda Tamat Belajar,
KK:
KTP;
Kutipan Akta Perkawinan/Kutipan Akta Nikah' atau
Kutipan Akta Perceraian.

oA WwWN

(2) Pencatatan biodata penduduk ba

negeri karena pindah dilakukan set
a. Paspor; atau

b. Dokumen pengganti paspor.

gi WNI yang datang dari luar
elah memenuhi syarat berupa:

(3) Pencatatan biodata penduduk ba
Tinggal Terbatas dilakukan setela
a. Paspor;
b. Kartu Izin Tinggal Terbatas: dan
c. Buku Pengawasan Orang Asing

gi Orang Asing yang memiliki Izin
h memenuhi syarat berupa:

(4) Pencatatan biodata penduduk ba

Tinggal Tetap dilakukan setelah |
a. Paspor;

gi Orang Asing yang memiliki Izin
memenunhi syarat berupa:



4)

(1)

21 Tinggal Tetap dan

urir Pengawasan Orang Asing
Pasal 4
Pencatatan biodata bagl Penduduk w

melaporkan  kepada Kepala Desa/y
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 5

NI dilaksanakan dengan
rah diserta persyaratan
yat (1)

Pencatatan biodata penduduk di Desa/Kelurahan dilakukan deng

an

tata cara

a Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata
penduduk WNI,

b Petugas registrasi mencatat dalam Buku
Kependudukan dan Peristiwa Pentin

c Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data
penduduk;,

d. Kepala Desa/Lurah menandatangani
penduduk,dan

e Petugas registrasi men
kKepada Camat

Harian Peristiwa

formulir  biodata

yampaikan formulir biodata penduduk

Pencatatan biodata penduduk di kecamatan, dilakukan dengan tata

cara

a. Petugas registrasi melakukan verifikasi
penduduk dari desa/kelurahan:

b. Camat menandatangani formulir bioda
diverifikasi dan validasi: dan

Petugas registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk
yang telah ditandatangani Camat kepada petugas Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dasar untuk
penerbitan dokumen biodata penduduk.

dan validasi data

ta penduduk yang telah

Penerbitan dokumen biodata penduduk WNI oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilakukan dengan tata cara:

a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir
biodata penduduk serta merekam data ke dalam database
kependudukan untuk mendapatkan NIK;

b. Kepala Dinas Kependudukan dan Percatatan Sipil menerbitkan
dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang
bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan.

Pasal 5

WNI yang datang dari luar negeri karena pindah untuk pencatatan
biodatanya melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).




(2)

()

Peticatatan biodata penduduk, sesh;
(1 dilakukan dengan tata cara
a Penduduk mengisi darn MEnand

WNmang dunaksud pada g4l

SO formuhe  Bodata

Penduduk WNI-

P Petugas registrast melakukan ventikasi dan vangas; data
penduduk

¢ Petugas registrast menandatangan,
dan merekam ke dalam
mendapatkan NIK

formulr biodat

a penduduk
ditabase

Kependudukan  untuk

Kepata Dinas Kependudukan dan §agne
menandatangan biodata pendodok
Mendapathan NIk dongan
Kependudikan

atatan Sl menehitkan gan
“etelah yang l.}?}r",gmqkutgm
NI lifirmag, Adminstras

I.l';l o

g Ay Vg epilib L |

el el atae
ARAIATS IR TTESTRTII 1210

Pyl Pt gt i
v'n(‘l‘i;\mk.‘m ‘\!‘l'i!!'.i RITRIE T !“.n;»rﬂulml 1Y Testy “u‘gr .,]",'f;”; f‘;;‘nl

detgan Memliaw g POrEya alan sebiagannaha by v e dalam
anal A Aval () ayil (4)

silan Orang Asing
st atatan !m’n’!dld!’iy:i

Pencatatan browdata Onang

1 ASING sehiaganan
(N diakykan dengan tat

4 thirnak s fada ayal
HOara

a - Otang Aning Yanyg memibik 1z Lingeal Torbatae mefigis dan
menandatangan | ol Hiodata  Orang At Tinggal
Tethatas

b rang ARING yang memiik et

|nr.;r_‘j.’ll “‘!hu; merigise dan
menandatangan b anmgie Fhindaty ¢ rang Asing Hiriggal Tetap

. !‘vhlgm; tegesltan melakykgn vorbkast dan gabedas: data
penduduk

a4 Petugas regatras:
ASING dan merekan
mendapatkan NIk

menandatangan formle biodata Orarg
ke dalam database kespendudularn yntye

kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menertidkan dan

menandatangan bodata Oran Asing setelah vane bersangkutan
( g /

mendapatkan  NIK  dengan Sistem  Informas: Adrmiristras
Kependudukan

Paragraf 3
Perubahan Biodata Kependudukan

Pasal 7

Dalam hal teqad, perubahan biodata
Diodatanya wab inelaporkan Kepada
4 Desal/Kelurahan bagi penduduk WNI dan
b Dinas Kependudukan dan p
yang datang dan luar neqger

Uuntuk pencatatan perubahan

sncatatan Sipl bag penduduk WN!
rarena pindah atay Orang Asing



neauitan gerubahan odald sebanamang maksud pada ayat
lakikan dengan menggunakan

) ”.A \:n'i‘ F;':;r!13'3';;;i'1 Parubaban Data K‘f‘p‘f‘"ﬁ‘-’m-”ﬁm

b Formul Perubahan Biodata Pendudyk vy

Formulir Perghanan Biodatla Orang Ag

ing Tinggal Terbatas, atau
d Formulr Perubahan Biodata Orang As

ing Tinggal Tetap

Pencatatan perubahan biodata pendudyx

WNI di Desa/Kelurahan
sebagamana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan tata
cara

a Penduduk mengisi dan menandatangani  Surat Pernyataan
Perubahan Data Kependudukan dan Formulir Perubahan
Biodata Penduduk WNI

b Petugas registrasi mencatat dalam
Kependudukan dan Peristiwa Penting

C. Petugas registrasi melakukan verifikasi
kependudukan

d. Kepala Desa/Lurah menandatan

penduduk:

Petugas registrasi menyampaikan Sura

Data Kependudukan dan F

WNI kepada camat

Buku Hanan Penistiwa
dan validasi data
gani formulir perubahan biodata

t Pernyataan Perubahan
ormulir Perubahan Biodata Penduduk

Pencatatan perubahan biodata penduduk WNI di kecamatan
dilakukan dengan tata cara:

a. Petugas registrasi melakukan verifikasi
penduduk:

b. Camat menandatangani Formulir Perubahan Biodata Penduduk
WNI,

dan validasi data

C. Petugas registrasi men
Penduduk WNI ke
Sipil.

yampaikan Formulir Perubahan Biodata
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Pencatatan  perubahan biodata penduduk WNI di
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan dengan tata cara

melakukan verifikasi dan validasi data penduduk serta merekam
data ke dalam database kependudukan.

Dinas

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan
menandatangani biodatg penduduk yang telah diubah.

Tinggal Tetap di Dinas Kependudukan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tata cara:

a. Pendqquk WNI yang datang dari |uar negeri karena pindah
mengisi dan menandatangani Suyrat Pernyataan Perubahan
Data Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata WNI:




(8)

Klasifikasi perpindahan penduduk

® Q0 Tw

Jrany Asing yang memiiks 12ip Tinggal Terpatas mengis dan
menandatangant - Suat  Pemyataan  perypghan Data
Kependudukan dan Formulr Perybahan Biodata Qrang Asing
Tinggal Terbatas

¢ Orang Asing yang memilki izin Tinggal Tetap mengisi dan
menandatangani  Surat  Pernyataan Perubahan  Data
Kependudukan dan Formulir Perubahan Biodata Orang Asing
Tinggal Tetap

d Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data
penduduk
e. Petugas registrasi menandatan

gani formulir perubahan biodata
Orang Asing dan merekam ke

dalam Database Kependudukan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll menerbitkan dan
menandatangani biodata penduduk

WNI yang datang dari luar
neger karena pindah atau Orang Asing yang telah diubah

Bagian Kedua
Pendaftaran Perpindahan Penduduk dalam
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Paragraf 1
Klasifikasi Perpindahan Penduduk
Bagi WNI

Pasal 8

adalah sebagai berikut -
dalam satu desa/kelurahan;

antar desa atau kelurahan dalam satu kecamatan:
antar kecamatan dalam satu kabupaten:

antar kabupaten atau kota dalam saty provinsi; atau
antar provinsi.

Paragraf 2
Pelaporan Pendaftaran Perpindahan Penduduk Bagi WNI

Pasal 9

Pelaporan pendaftaran perpindahan  penduduk WNI
klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan

memenuhi syarat berupa surat pengantar RT/RW, KK, dan KTP
untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.

dengan

Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pada saat diserahkan Surat Keteran
dimaksud pada ayat (2)
dicabut dan dimusn
Pencatatan Sipil.

gan Pindah sebagaimana
kepada Penduduk KTP yang bersangkutan

ahkan oleh Dinas Kependudukan dan



Dalam hal Surat Keterangan Findah sep
ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Desa,
KTP yang bersangkutan ditarik olep

Camat untuk selanjutnya dikirimkan ke
dan Pencatatan Sipil untuk dimusnahka

agamana dimaksud pada
Lurah, atay Camat, maka
Kepala Desa, Lurah, atau

Pada Dinas Kependudukan
n

Surat Keterangan Pindah sebagaimang

dimaksud pada ayat (2),
berlaku sebagai pengganti KTP selam

a KTP bary belum diterbitkan

Pasal 10

Penduduk WN] yang bermaksud pindah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
Kepala Desa/Lurah dengan  memenyhi
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

dengan klasifikasi
a, melapor kepada
syarat  sebagaimana

Pendaftaran penduduk WNI Desa/Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan d

€ngan tata cara sebagai berikut:
a Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan
Pindah;
b

Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting,

C. Petugas registrasi melakuy
penduduk:

d Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat
Keterangan Pindah Datang; dan

e Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan
Buku Mutasi Penduduk

kan verifikas; dan validasi data

Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a digunakan sebagai dasar untuk

a  proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK
yang tidak pindah:

b, proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru' dan
C. perekaman ke dalam database kependudukan.

Pasal 11

Penduduk WNI yang bermaksud
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, melapor kepada

Kepala Desa/lurah dengan memenuhi Syarat  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

pindah dengan klasifikasi

Pendaftaran penduduk WN| | Desa/Kelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara:

a.  Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan
Pindah;




b Petugas registrast mencatal dalam Buky Hanan Peristiwa
Kependudukan dan Penistiwa Penting:

¢ Petugas registrasi melakukan verifikas) dan validasi data
penduduk,

d  Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat

Keterangan Pindah,

Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan

Buku Mutasi Penduduk, dan

f- Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf
d diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada
Kepala Desa/Lurah tujuan

o]

Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf d digunakan sebagai dasar

a.  proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK
yang tidak pindah, dan

b. perekaman ke dalam database kependudukan

Pasal 12

Penduduk  WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,

melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/lurah tempat
tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah

Pendaftaran penduduk WNI di DesalKelurahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara

a.  Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan
Pindah Datang untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah
Datang;

b Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting;

¢ Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data
penduduk; dan

d Kepala Desa/lLurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat
Keterangan Pindah Datang.

Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d, digunakan sebagai dasar -

a.  proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru' dan

b perekaman ke dalam database kependudukan

Pasal 13

Penduduk WNI yang bermaksud
sebagaimana dimaksud dalam P
Kepala DesalLurah dengan

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

pindah dengan kKlasifikasi
asal 8 huruf ¢, melapor kepada
memenuhi syarat sebagaimana



I

Pendaftaran penduduk WNI di Desa/Kelurahan scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara

a  Penduduk mengisi dan menandatangan, Formulir Permohonan
Pindah

b Petugas registrasi melakukan verifikas, g
penduduk

¢ Petugas registrasi mencatat dalam Buky H
Kependudukan dan Peristiwa Penting

d. Kepala Desa/Lurah mengetahui dan membubuhkan tanda
tangan pada Surat Pengantar dan RT/Rw

€  Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk d
Buku Mutasi Penduduk. dan

f Kepala Desa/Lurah/Petugas registrasi meneruskan berkas
Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada
huruf d kepada Camat

an vahdast data

arian Peristiwa

an

Pendaftaran penduduk WNI di kecamatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf f dilakukan dengan tata cara

a. Petugas melakukan verifikasi dan vaidasi data penduduk

b Camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat
Keterangan Pindah; dan

¢ Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf

b diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah
tujuan

Surat Keterangan Pindah sebagaimana dim
huruf b digunakan sebagai dasar

a  proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK
yang tidak pindah; dan

b perekaman ke dalam database kependudukan

aksud pada ayat (3)

Pasal 14

Penduduk  WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah di tempat
tuyjuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.

Pendaftaran penduduk WNI di Desa/Kelurahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara

a  Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan
Pindah Datang;

b.  Petugas registrasi mencatat dalam Buky Harian Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting;

c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data
penduduk; dan

d.  Kepala Desa/l.urah menandatangani  dan meneruskan

Formulir Permohonan Pindah Datang sebagaimana dimaksud
dalam huruf a kepada Camat



(4)

(4)

(1)

(3)

Pendattaran penduduk di kecamatar Sebssgannnng dimaksud pads

ayat (2) huraf o dilakukan dengan tita o

4 Petugas melakakan venhkas dan yvalideae

b Camat  atas  nama  Kepali  inas
Poncatatan  Sipth mencrbitkan  dan
Katorangan Pindah Datang

i datin pendudulk, dan
Kepondudukan  darn
enandatangan Sural

Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimape
ayat (3) huruf b, digunakan scbagal dagar

A proses penerbitan KK dan KTP dongan alamat bang o
b perckaman ke dalam database kependudubkan

M pada

ar

Pasal 165

Penduduk  WNI yang bermaksud  pindah dengan  klasifikas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dan huruf e, melapor
kgpada Kepala Desa/l.urah dengan memenuhi syarat sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Sura Keterangan Catatan
Kepolisian (SKCK) |

P‘endaftaran penduduk WNI di Desa/Kelurahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara

a.  Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan
Pindah;

b Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting;

c Petugas registrasi melakukan venfikasi dan validasi data
penduduk,

d.  Kepala Desa/Lurah menandatangani Surat Pengantar Pindah
antar kabupaten/kota atau antar provinsi;

e Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan
Buku Mutasi Penduduk; dan

£, Kepala Desal/lLurah/Petugas registrasi meneruskan berkas
Formulir Permohonan Pindah sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan Surat Pengantar Pindah sebagaimana dimaksud
pada huruf d kepada Camat

Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf f dilakukan dengan tata cara:

a. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

b. Camat menandatangani Surat Pengantar Pindah antar
kabupaten/kota atau antar provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf d; dan

c Petugas registrasi menyampaikan Formulir Permohonan
Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan Surat
Pengantar Pindah sebagaimana dimaksud pada huruf b
kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah.
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Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan
menandatangam Surat Keterangan Pingah serta menyerahkan
kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan

Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

digunakan sebagal dasar

a.  proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK
yang tidak pindah; dan

b perekaman ke dalam database kependudukan

Paragraf 3
Pelaporan Pendaftaran Pindah Datang Penduduk
Bagi WNI

Pasal 16

Penduduk WNI melaporkan kedatangannya kepada Kepala

DesallLurah di tempat tujuan dengan menunjukkan  Surat
Keterangan Pindah

Pendaftaran penduduk WNI di Desa/Kelurahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara-

a. Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan
Pindah Datang;

b.  Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting;

¢ Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data
penduduk; dan

d.  Kepala Desal/lLurah menandatangani dan meneruskan
Formulir Permohonan Pindah Datang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a kepada Camat.

Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf d dilakukan dengan tata cara:

a.  Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan

b.  Camat menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang
dan menyampaikan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan
Pindah Datang.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan
menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang

Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), digunakan sebagai dasar -

a.  proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
b.  perekaman ke dalam database kependudukan.



[

Paragral 4
Pendaftaran Penduduk Yang Berty

ansmigrasi
Pasal 17
Persyaratan pelaporan  pendaftaran Penduduk  yang  akan
bertransmigrasi meliputi
A Surat Pengantar RT/RW.
b KK
¢ KTP,
d  Karty Seleksi Calon fransmigran, dan
€ Surat Pembentaluan Pemberangkatan
Pasal 18
(D Setiap penduduk yang akan bertransmigr s, berlaku  persyaratan
sebagaimana dimaksud  datam Pasal 17, dengan  tata cara
sebagaimana dimaksud datam Pasal 16
(2} Pelaporan penduduk yang  akan bertransmiqgras, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dibanty olof Satuan Kerja Perangkat
Daerah Yang menangani urusan transmigras,
Paragraf 5
Pendaftaran Pindal Datang Orang Asing
dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indones)a
Pasal 19
(1) Persyaratan dan tata cara perpindahan Orang Asing yang memiliki
lzin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki 1zin Tinggal
Tetap dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dilakukan dengan  memperhatikan klasifikasi  perpindahan
penduduk
(2) Klasifikasi perpindahan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sebagai berikut
a  dalam kabupaten/kota
b antarkabupaten/kota dalam satu provinsi atay
C  antarprovinsi
Pasal 20
(1) Pelaporan pendaftaran Pindah Dat

ang Orang Asing yang memiliki
lzin Tinggal Tetap dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dilakukan dengan memenuhi Syarat berupa
a KK
b KTP untuk orang asing

¢ fotokopi Paspor dengan menunjukkan

aslinya
d. fotokopi Kartu 12in inggal Tetap

s
e O P S e



(2)

(4)

€ menunjukkan buku Pengawasan Orang Asing: dan

f Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Pelaporan pendaftaran Pindah Datang Orang Asing yang memiliki

lzin Tinggal Terbatas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia, dilakukan dengan memenuh; syarat berupa

4. Surat Keterangan Tempat Tinggal:
fotokopi Paspor;

fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas dan

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

a0 O

Pasal 21

Orang Asing yang memiliki 1zin Tinggal Terbatas atay Orang Asing

yang memiliki 1zin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan
klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a,

melapor kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dengan membawa persyar

atan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20

Pendaftaran Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil sebagaiman

a dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata
cara

a Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat
Keterangan Pindah Datang;

b.  Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;

C. Kepala Dinas Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil
menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang;

d. Petugas merekam data dalam database kependudukan; dan

e. Petugas menyampaikan lembar kedua Surat Keterangan

Pindah Datang kepada Kepala Desa/Lurah tempat tinggal
asal

Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf ¢ digunakan sebagai dasar:

a. Perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang
tidak pindah;

b.  Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat

baru bagi Orang Asing yang memiliki |zin Tinggal Terbatas:
atau

c.  Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing
yang memiliki Izin Tinggal Tetap

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan data

Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala
Desa/lurah.
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Pasal 22

Orang Asing yang memiliki 1zin Tinggal Terbatas atau Orang Asing
yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan
klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b
dan huruf ¢, melapor kepada Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20

Pendaftaran Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata

cara

a. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat
Keterangan Pindah Datang

b Petugas melakukan verifikasi dan validasi data:

¢ Kepala Dinas Kependudukan dan  Pencatatan Sipll
menandatangani - Sural - Keterangan  Pindah  Datang  dan

menyerahkan kepada Orang Asing untuk dilaporkan ke daerah
tujuan, dan

d Petugas merekam data dalam database kependudukan

Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf ¢ digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi
kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah

Paragraf 6
Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara

Pasal 23

Perpindahan penduduk antar negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut:

a

b

Penduduk WNI pindah ke luar neger untuk menetap dalam jangka
waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut

WNI datang dari luar negen karena pindah dan menetap di
Indonesia,
Orang Asing datang dari luar negeri dengan lIzin Tinggal Terbatas:

Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal
Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

Pasal 24

Pendaftaran bagi penduduk WNI yang akan pindah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan setelah memenuhi
syarat berupa:

a  Surat pengantar pindah dari RT dan RW

b KK, dan

c. KTP

Pendaftaran bagi WNI yang datang dar luar negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan dengan memenuhi
syarat berupa paspor atau dokumen pengganti paspor.



Pendaftaran bagi orang asing yang datang dan luar neger
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf ¢ dilakukan dengan
memenuhi syarat berupa

a  Paspor, dan

b lzin Tinggal Terbatas

Pendaftaran bagi Orang Asing yang akan pindah ke luar neger

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilakukan dengan

memenuhi syarat berupa

a KK dan KTP bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap,
dan

b Surat Keterangan Tempat Tinggal bag Orang Asing yang
memiliki 1zin tinggal terbatas

Pasal 25

Penduduk WNI yang akan pindah ke 'var negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 huruf a melapor kepada Kepala

Desa/lLurah dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (1)

Pendaftaran penduduk WNI di DesalKelurahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara

a  Penduduk mengisi dan menandatangani  formulir  Surat
Pengantar Pindah ke Luar Negeri,

b Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting;

¢ Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data
penduduk,

d.  Kepala DesallLurah mengetahui dan menandatangani serta
meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri
sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Camat; dan

e

Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan
Buku Mutasi Penduduk

Pendaftaran penduduk di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf d, dilakukan dengan tata cara:

a. Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk
diketahui Camat dengan membubuhkan tandatangan;

b Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;

¢ Petugas meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri
kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan

d.  Petugas registrasi merekam data dalam  database
kependudukan

Pendaftaran penduduk WNI| di Dinas  Kependudukan dan
Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud P

ada ayat (3) huruf ¢

dilakukan dengan tata cara-
a.  Petugas menerima Surat Pen
dari penduduk diserta persy
b. Petugas melakukan verifik

gantar Pindah ke Luar Negeri
aratan berupa KTP dan KK:
asi dan validasi data penduduk;



(2)

(M

(2)

(4)

0

@ Kepala Dinas Kependudukar,
menerbitkan dan menand
ke Luar Negeri.

d  Petugas registrasi mencabut KTp
mendapat Surat Keterangan Pindah ke Luar Neger,

e  Dalam hal satu keluarga pindah ke luar negeri', KK penduduk

yang pindah dicabut oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil; dan

Dalam hal satu orang atau beberap
pindah ke luar negeri, Dinas Kepe

Sipil melakukan perubahan KK b
tinggal

dan  Pencatatan  Sipil
atangani Syrat Keterangan Pindah

penduduk yang telah

a orang dari saty keluarga
ndudukan dan Pencatatan
agl anggota keluarga yang

Pasal 26

Surat Keterangan Pindah ke Luar Nege
dalam Pasal 25 ayat (4)
Paspor dan pelaporan pad
tujuan

r sebagaimana dimaksud
huruf ¢, digunakan untuk pengurusan
a perwakilan Republik Indonesia negara

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada
perwakilan Republik Indonesia dal
neger

ayat (1), dicatat di
am buku register WNI di luar

Pasal 27

WNI yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 huruf b, melapor kepada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan sebagamana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendaftaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara

a. WNI mengisi dan menandatangani formulir Surat Keterangan
Datang dari Luar Negeri;

b Petugas melakukan verifikasi dan validasi data:
c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

menerbitkan dan menanda-tangani Surat Keterangan Datang
dari Luar Negeri, KK dan KTP; dan

d  Petugas merekam data dalam database kependudukan

WNI yang telah mendapatkan KK dan KTP sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf ¢, melaporkan kedatangannya kepada camat,
Kepala Desa/lLurah dan RT/RW tempat domisili dengan
menyerahkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri

Kepala Desa/l.urah melakukan pendaftaran WNI yang melaporkan
kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara
petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk. dan
Buku Mutasi Penduduk



Pasal 28

Orang Asing yang datang dan luar negeri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 huruf ¢, melapor kepada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dengan membawa syarat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (3)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendaftaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tata cara:

a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran
Orang Asing Tinggal Terbatas;

b Petugas melakukan verifikasi dan validasi data:

C. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan
dan menandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal, dan

d Petugas merekam data dalam database kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan data

Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala
DesallLurah

Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran Orang Asing yang
melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian
Peristwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk
Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk

Pasal 29

Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah
status menjadi Izin Tinggal Tetap, melapor kepada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa
persyaratan

a Paspor;

b. Surat Keterangan Tempat Tinggal;

c. Kartu lzin Tinggal Tetap; dan

d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Pendaftaran Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata

cara

a. Orang Asing mengisi dan menandatangani formulir Pendaftaran
Orang Asing Tinggal Tetap;

b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;

c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan
dan menandatangani KK dan KTP Orang Asing; dan

d. Petugas registrasi merekam aqata dalam database
kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan data

Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala
Desa/l.urah

~r3




(4) Kepala Desallural melakiban Pondittagn g Ao '/“{‘fj’
melaporkan kedatangannyi sebagaman dim ke padia iyat ()
dengan carn petugas registian moncilag dalarn ks Hanan
Penstwa Kependudukan  dan Penstiw Ponting, Huku Induk
Penduduk dan Buku Mutas) Pendudik

Pasal 30

(1) Orang Asing yang akian pindah ke Joar negen sehagaimarni
dimaksud  dalam  Pasal 23 huruf

melapor kepada Dinas,
Kependudukan  dan Pencatatan Sipil dengan  membawa
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 nyat (4)

Pendaftaran Orang Asing di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata
cara

a  Orang  Asing mengisi  dan

menandatangani  formulir
Kelerangan Pindah ke Luar Neqger

b Petugas melakukan verifikasi dan validas data

¢ Kepala Dinag Kependudukan dan Pencatatan Sipik menyimpan
KK dan KTp Orang Asing atau Surat Keterangan Tempat
Tinggal dari Orang Asing yang akan pindah

d  Petugas merekam data dalam database kependudukan dan

e

Petugas menyampaikan formulir Kete

rangan Pindah ke Luar
Negeri kepada camat d

an Kepala Desall.urah tempat domisily

(3) Kepala Desa/lurah melakukan P

endaftaran Orang Asing yang telah
pindah ke luar negeri sebagaima

na dimaksud pada ayat (2) huruf e
dengan cara petugas registrasi mencatat dalam Buku Hanan

Penstwa Kependudukan dan Penistiwa Penting, Buku Induk
Penduduk, dan Buku Mutas; Penduduk

Bagian Ketiga
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 31

Penduduk rentan adminstrasi kependudukan di Daerah meliputi
klasifikasi
a.  penduduk korban bencana alam

b. penduduk korban bencana sosial, dan
C. orang terlantar

Pasal 32

(1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban
bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 hyruf a dan
huruf b, dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
dengan menyediakan

a. Formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan:




Formulir pendataan

Dokumen  kependudukan /ang  tercatat  dalam data
kependudukan Instanst Pelaksang

Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
furut ¢ dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Penc
dengan menyediakan

a  Formulir pernyataan tidak memiliki dokumen ke
b Formulir pendataan

atatan Sipil

pendudukan

Pendataan penduduk rentan administras; kependudukan dilakukan
Tim Pendataan yang dibentuk oleh Bupati

Pasal 33

Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban
bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dan
huruf b dilakukan dengan tata cara

a. mendatangi penduduk di tempat penampungan sementara:

b. mengisikan formulir pendataan untuk ditandatangani penduduk
C. melakukan verifikasi dan validasi
d

mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil: dan

€ membantu proses penerbitan Surat Keterangan Pengganti
Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil

Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
huruf ¢ dilakukan dengan tata cara:

membuat data lokasi orang terlantar:
mendatangi orang terlantar:
mengisikan formulir pendataan untuk di
melakukan verifikasi dan validasi-
mencatat dan merekam data penduduk untuk disampaikan ke
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan

f. membantu proses penerbitan  Surat  Keterangan
Terlantar.

tandatangani penduduk:

®© Q0T

Orang

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Si
menandatangani Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan
Surat Keterangan Pencatatan Sipll sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf e, serta Surat Keterangan Orang Terlantar
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.

pil menerbitkan dan

Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat
dasar bagi Kepala Dinas Ke
menerbitkan dokumen ke
perundangan-undangan.

(3) menjadi
pendudukan dan Pencatatan Sipil

pendudukan sesuaj dengan peraturan



(1)

Bagian Keempat
Penerbitan Kartu Keluagga

Pasal 34

Penerbitan KK baru bagi penduduk dilakukan set
syarat berupa

a lzin Tinggal Tetap bagi Orang Asing

b Fotokopi atau menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Kutipan Akta

Perkawinan

Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bag
penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia’ atau

Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi WNI yang
datang dari luar negeri karena pindah

elah memenuhi

Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga dalam KK

bagi penduduk yang mengalami kelahiran dilakukan setelah
memenuhi syarat berupa

a. KKlama; dan
b. Kutipan Akta Kelahiran

Perubahan KK karena penambahan an
menumpang ke dalam KK bagi
memenuhi syarat berupa:

a. KK lama;

b. KK yang akan ditumpangi;

c. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia: dan/atau

Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang
datang dari luar negeri karena pindah.

ggota keluarga untuk
penduduk WNI dilakukan setelah

d.

Perubahan KK karena penambahan an
Asing yang memiliki Izin Tin
KK WNI atau Orang Asin
berupa:

a. KK lama atau KK yang ditumpangi:
b. Paspor;

c. lzin Tinggal Tetap: dan

d

Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing Tinggal
Tetap.

ggota keluarga bagi Orang
ggal Tetap untuk menumpang ke dalam
g dilakukan setelah memenuhi syarat

Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK
bagi penduduk dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
a. KK lama;

b. surat keterangan kematian: atay

C. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang bagi
penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia
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(1)

(1)

Dinas Ke pendudukan dan Pencalat
[

atau perubahan KK sebagaimana d
tata carg

a

4N Sipil memproses penerbitan
Imaksud pada ayat (1), dengan

Penduduk mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan

KK

Petugas melakukan venfikasi dan validasi data penduduk
elugas menandatangani Formulir Permohonan KK,

d Petugas melakukan perekaman  data ke dalam database
kependudukan

b
C

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencalatan Sipil menerbitkan dan
Menandatangan Kk

Bagian Kelima
Penerbitan Karty Tanda Pendudyk

Pasal 37

Penerbitan KTP b

memenuhl Syarat berupa

a Telah berysia 17 (tuuh belas) tahun atau sudah kawin atay
Pernah kawin

b. Surat Pengantar RT/RW dan Kepal
¢ Fotokopi

T KK,

2. Kutipan Akta Nikah/Akta Ka

berusia 17 (tuuh belas
3 Kutipan Akta Kelahiran
Surat Keterangan Datang

aru bagi penduduk VNI, dilakukan setelah

a Desa/Lurah,

win bagi
) tahun:
,dan

Penduduk yang belum

Pernah kawin
b. Fotokopi -

1. KK

2 Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum

berusia 17 (tujuh belas) tahun:

3. Kutipan Akta Kelahiran:

4. Paspor dan Izin Tinggal Tetap; dan
C. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Pasal 38

Penerbitan KTp karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI atau
Orang Asing yang memilii Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah
memenuhi syarat berupa:

a. surat keterangan kehilangan dayi kepolisian atay KTP yang
rusak;




(1)

(2)

)

b fotokopt KK, dan
¢ Paspor dan lzin Tinggal Tetap bagi Orang Asing

Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk WNI atau

Orang Asing yang memiliki 1zin Tinggal Tetap, dilakukan setelah

memenuhi syarat berupa

a Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang, dan

b. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang
datang dari luar negeri karena pindah

Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk WNI atau
Orang Asing yang memiliki 1zin Tinggal Tetap, dilakukan setelah
memenuhi syarat berupa

a  fotokopi KK

b. KTP lama: dan

¢ fotokopi Paspor, lIzin Tinggal Tetap, dan Surat Keterangan

_Crlatatan Kepolisian bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal
etap

Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk
WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan
setelah memenuhi syarat berupa:

a. fotokopi KK:

b. KTP lama: dan

C surgt keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan
peristiwa penting.

Pasal 39

Penduduk WNI wajib melapor kepada Kepala Desallurah dengan
menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat (1) dan Pasal 38.

Proses penerbitan KTP di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan
KTP WNI;

b. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting;

c. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data:

Kepala Desa/Lurah menandatangani formulir permohonan KTP:

e. Petugas registrasi menyerahkan formulir permohonan KTP
kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Camat.

e

Proses penerbitan KTP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf e, dilakukan dengan tata cara:

a. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data
penduduk,

b. Camat menandatangani formulir permohonan KTP;




-

(1)

) PN e ¢
Mgas regattan mecyampakan foengl s cormononan KTF
} diarepe: dengan kelenghkapan berkay pergyaratan kepada
petugas Cinas Kependoduban dan Porsaman Sipit sebagal

A
AAnar pererb A A TP

’

"'(\W':_;r?‘,‘,.‘_';_.-t KT o Dinay ¥epor sadukan dan ;"E”\CHY{:!‘IRJTZ S;ph

weuagamana dimaksud pada ayat (3 hurat ¢ dilakukan dengan

YAty cara ‘

Yo Velugas reqstrast melakukan perekaman dala ke dalam
database ifr_ii.:-;ﬂdt;cm*af?

U Dinas Kependuydukan dan Pencatatan Sipl menerbitkan dan

menandatangani KTP

Pasal 40

Qrang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada
Uinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa

PErSyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan
Pasal 33

Dinas Kependudukan
KTP Orang Asing se
tata cara

a Orang Asing yang memiliki |zin Tinggal Tetap mengisi dan
menandatangani formulir permohonan KTP Orang Asing;

b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data
penduduk

Petugas registrasi melakukan perekaman data ke dalam
database kependudukan

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan
dan menandatangani Kartu Tanda Penduduk

dan Pencatatan Sipil memproses Penerbitan
bagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan

Pasal 41

Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan, KTP lama ditarik oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkannya.

Pasal 42

(1) Dalam KTP dimuat pas photo berwarna dari penduduk yang

bersangkutan, dengan ketentuan

a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo
berwarna merah; atau

b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas
photo berwarna biru

(2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 x 3

cm (dua kali tiga centimenter) dengan ketentuan 70% (tujuh puluh
persen) tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.




(3)

Pencatatan peristi

'as photy sebagaimana dimaksug ayat (1) dil

akukan dengan
pengambilan langsung di Desa/Kelurahan atau di Kecamatan oleh
petugas

BAB Vv
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENCATATAN SIPN

Bagian Pertama
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran di Indonesia

Pasal 43

wa kelahiran dilakukan dengan memperhatikan
tempat domigjji Ibunya bagi penduduk WNI,
di luar tempat

domisili ibunya bagi penduduk WNI
tempat domsij; Ibunya bagi penduduk Orang Asing;

domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing
Orang Asing Pe€megang Izin Kunjungan: dan
anak yang

tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang
tuanya

di luar tempat

Pasal 44

(1) Pencatatan kelahiran

Pencatatan kelahiran Orang Asin

penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat
berupa:

Surat kelahiran dari dokter/bidan

nama dan identitas saks; kelahir
KK orang tua:

KTP orang tua: dan
Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua

Ipenolong kelahiran:
an,

Q0T W

Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta

perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
€, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan

Pasal 45

g sebagaimana dimaksud dalam Pasal

43 huruf ¢, huruf d, dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat

berupa:

a.  Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;

b.  Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua:

c.  KKdan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap:

d.  Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang lzin
Tinggal Terbatas: dan/atau

e.

Paspor bagi pemegang 1zin Kunjungan.



Pasal 46

Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

43 huruf f dengan melampirkan Berta Acara Pemeriksaan dari
Kepolisian

Pasal 47

Pencatatan kelahiran Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 43 huruf a, dilakukan dengan tata cara

a  Penduduk WNI mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan
Mmenunjukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
ayat (1) kepada Petugas Registrasi di kantor desa/kelurahan.

b. Formulir Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada

huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala
Desa/l.urah

C. Kepala Desa/lurah berkewajiban meneruskan Formulir Surat
Keterangan Kelahiran ke kecamatan untik diteruskan kepada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

e

Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan

Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala
Desa/lurah atau kepada pemohon

Pasal 48

Pencatatan kelahiran Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 43 huruf b, dilakukan dengan tata cara:

a. Penduduk WNI mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan
menyerahkan surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran
dan menunjukkan KTP ibu atau bapaknya kepada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil mencatat dalam Register Akta Ke'ahiran dan menerbitkan
Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 49

Pencatatan kelahiran Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 43 huruf ¢ dan huruf d, dilakukan dengan tata cara:

a. Penduduk Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran
dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 huruf a, huruf b, dan huruf ¢ atau huruf d kepada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan
Kutipan Akta Kelahiran.



oY)

Pasal 50

Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal

43 huruf e, dilakukan dengan tata cara _

a  Orang Asing mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran derlg'/”r:'
menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
huruf a. huruf b dan huruf e kepada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil. }

b Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipll mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan
Kutipan Akta Kelahiran

Pasal H1

1 Dalam hal terpadr penstiwa kelahiran Orang Asing yang tidak
termasuk dalam hngkup kelahiman sebaganmmana dimaksud dalam
Pasal 43 dalaan wilityah Naegara Kesatuan Repubhik Indonesia dapat

diberikan surat kKoeterangan  tanda lahr olaeh pejabat/petugas di
tempat Ketahinan

(2) Pojabat/petugas seobagounmanag donaksud pada ayat (1), adalah
Repala/dokter/tndan pada khik tempat kelatuwran,  atau Kepala

Bandar Udara  atau Pelabuhoan Nakhoda Kapal berbendera
Indonesia, atau Kapten Pesawatl Torbang Indonesia

PPasal 52

Pencatatan kelahiran anak vyvang tidak  diketabiu asal usulnys atau
Keberadaan orang tuanya sebagamana dimaksud dalam Pasal 43 huruf
f. dilakukan dengan tata cara
a Pelapor/pemohon mengist formuhr surat kKeterangan kelahiran
dengan menyertakan Bernta Acara Pemeriksaan Kepohsian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Kepada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan
Kutipan Akta Kelahiran

Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

asal 53

(1) Kelahiran anak WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang di
dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

diberikan Surat Keterangan Kelahiran oleh Nakhoda Kapal Laut
atau Kapten Pesawat Terbang



(2)

Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaiman_a
dimaksud pada ayat (1), yang terjadi di dalam wilayah Indonesia

berlaku ketentuan mengenai pencatatan kelahiran di luar tempat
domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48

Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), yang terjadi di luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia  sesua ketentuan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku

Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 54

Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60

(enam puluh) hari sampal dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal
elahiran,  dilakukan  sesuai dengan  ketentuan mengenai
Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 pq

sal 45 dan Pasal 46 setelah mendapatkan persetujuan
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tata cara Pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berlaky ketentuan mengenai tata cara pencatatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pzsal 49 Pasal
50, Pasal 51, dan Pasal 52

Pasal 55

Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaul batas wakty 1
(satu) tahun sejak tanggal kelahiran. dilakukan sesuai dengan

ketentuan  mengenai persyaratan  pencatatan  kelahiran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46

setelah  mendapatkan penetapan  Pengadilan Negeri tempat

terjadinya peristiwa kelahiran atau Pengadilan Negeri tempat
domisili

Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berlaku ketentuan mengenai tata cara pencatatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal
50. Pasal 51, dan Pasal 52.

Paragraf 4
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 56

Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh)
hari sejak lahir mati



)

Serdasanman laporan sebaga

agarnana  dimaksud pada ayat (1)

, T 8l
dderbitkan Syrat Belerangan Lahi May

Ut Koteranagan Lahire Matl se bagaimana dimaksud pada -ayat (2)
dapat diterbtkan |

Jinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan
“epala Desallurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipjf
Kepala

Desa/lurah  sebagamana  dimaksud pada ayat (3)
berkew

auban menginm  Surat Keterangan Lahir Mati kepada

Petugas Perekaman Data Kependudukan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil di Kecamatan

Pencatatan pelaporan fahir mati, dilakukan dengan memenuhi
Syarat.

@ surat pengantar RT dan RW: dan
b eterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran.

Pencatatan

pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh Dinas
K

ependudukan dan Pencatatan Sipil

Bagian Kedua
Pencatatan Perkawinan

Pasal 57

Pencatatan perkawinan dilakukan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

a. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka
agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan
yang ditanda tangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan:
KTP suami dan isteri:

Pas foto suami dan isteri:

Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri:

Paspor bagi suami atau isteri Orang Asing.
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Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan tata cara:

a. Pasangan suami dan isteri mengisi  formulir pencatatan
perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Penc

atatan Sipil
dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2);

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil mencatat P

ada Register Akta Perkawinan dan
menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan: dan

C. Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada huruf b
diberikan kepada masing-masing suami dan isteri.



(4} Dalam hal suami atau istn berdonmsi; di luar Dacrah. maka yang

(1)

bersangkutan  berkewajban  melaporkan hasil  pencatatan

\ - - Q
perkawinan kepada Dinas Kependudukarn dan Pencatatan Sipil
tempat domysilinya

Bagian Ketiga
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 58

Pencatatan pembatalan  perkawinan  dilakukan di - Dinas
Kependudukzm dan Pencatatan Sipil

Pencatatan pembatalan perkawman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan dengan  menyerahkan  salinan putusan
pengadilan mengenat - pembatalan - porkawinan yang telah
mempunya, kekuatan hukum letap dan Kutipan Akta Perkawinan

n P .
t encatatan pembatalan perkawimnan sehagaimana dim
ayat (1) dilakukan dengan i cara

dpasangan syam dan asten yang perkawmannya  dibatalkan
menaist Formulir Pencatatan Pembatalan Perkawinan pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

b Pejabat Pencatatan Sipib pada Dinas Kependudukan  dan
Pencatatan Sipil mencabut Kutipan  Akta  Perkawinan  dan

memberikan catatan Pinggir pada Register Akta Perkawinan

serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan

aksud pada

Dalam  hal pencatatan penstwa  perkawinan  dilakukan di luar
Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipit mencabut
Kutipan Akta  Perkawinan dan  membentahukan pencatatan
peristiwa pembatalan perkawinan tersebut kepada Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang —membidangi  kependudukan dan
pencatatan sipil tempat pencatatan peristiwa perkawinan

Dalam hal pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan di luar
Daerah berdasarkan pemberitahuan dari Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil
tempat pencatatan peristiwa pembatalan perkawinan dan/atau
salinan putusan pengadilan mengenar pembatalan perkawinan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. mencatat dan merekam
dalam data base kependudukan

Bagian Keempat
Pencatatan Perceraian

Pasal 59

Pencatatan perceraian  dilakukan

di- Dinas  Kependudukan dan
Pencatatan Sipil



AN At st 5

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Pencalatan  perceraian  sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yand
telah memperoleh kekuatan hukum  tetap dan Kutipan Akta
Perkawinan

Pencatatan perceraian sebagamana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan tata cara

a pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir
Pencatatan Perceraian pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dengan melampirkan salinan putusan
pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2),

b Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian,
memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan
mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan
Akta Perceraian, dan

c. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b
diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai

Dalam hal pencatatan penstiwa perkawinan dilakukan di luar
Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencabut
Kutipan Akta Perkawinan dan memberitahukan peristiwa perceraian
tersebut kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi
kependudukan dan pencatatan sipil tempat pencatatan peristiwa
perkawinan

Dalam hal pencatatan perceraian dilakukan di luar Daerah
berdasarkan pemberitahuan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil tempat
pencatatan peristiwa perceraian dan/atau salinan putusan
pengadilan mengenai perceraian, Dinas Kepencudukan dan
Pencatatan Sipll, mencatat dan merekam dalam data base
kependudukan

Bagian Kelima
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 60

Pencatatan pembatalan  perceraian  dilakukan di  Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan
pengadilan mengenai pembatalan  perceraian yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perceraian



(1)

Pencalatan pembatalan perceraimn sehagamana dimaksud para

ayat (1) dilakukan dengan tata carn

Gopasangan suami dan sten yang  perceraiannya dibatalkan,
mengist Formulin Pencatatan Pembatalan Perceraan pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melampirkan
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan

b Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan  dan
Pencatatan Sipil memberikan catatan pinggir dan mencabut
Kutipan Akta Perceraian, serta menerbitkan Sural Keterangan
Pembatalan Perceraian

Dalam hal pencatatan pernstiwa perceraian dilakukan di luar
Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencabut
Kutipan Akta Perceraian dan memberitahukan peristiwa pembatalan
Perceraian tersebut kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

membidangi kependudukan dan pencatatan sipil tempat pencatatan
peristiwa perceraian

Dalam hal pencatatan pembatalan perceraian dilakukan di luar
Daerah, berdasarkan pemberitahuan dan Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang membidangl kependudukan dan pencatatan sipil
tempat pencatatan pembatalan perceraian dan/atau  salinan
putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan merekam dalam
data base kependudukan

Bagian Keenam
Pencatatan Kematian

Pasal 61

Pencatatan kematian dilakukan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

a  Surat Pengantar dari RT dan RW untuk mendapatkan Surat
Keterangan Kepala Desa/Lurah; dan/atau

b Keterangan kematian dari dokter/paramedis

Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan tata cara:

a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan
Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Petugas registrasi di kantor
desa/kelurahan untuk diteruskan kepada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil,



4)

Kepala Desa/luiah menetbitkan Surat Keterangan Kematian

dan disampakan kepada yang bersangkutan untuk digunakan
seperlunya, dan

Pejabat  Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan
menerbitkan Kutipan Akta Kematian

Dalam hal orang yang meninggal dunia berdomisili di luar Daerah,

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberitahukan data

hasil pencatatan kematian kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah
Yang membig

angl kependudukan dan pencatatan sipil tempat
domisili yang bersangkutan

Dalam ha| Penduduk yang berdomisili di Daerah dan meninggal
?(uma di luar daerah, maka berdasarkan pemberitahuan dari Satuan
€ra Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan

gencatatan sipil tempat terjadinya kematian. Dinas Kependudukan
an Pencatatan Sipll mencatat dan merekam dalam data base
kependudukan

Pasal 62

Pencatatan kema

tian bagi Orang Asing dilakukan pada Dinas
Kependudukan da

n Pencatatan Sipil

Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
a

Keterangan kematian dari dokter/paramedis:

b. fotokopi KK dan KTP, bagi Orang Asing yang memiliki lzin
Tinggal Tetap;

c. fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal, bagi Orang Asing
yang memiliki Izin Tinggal Terbatas: atau
d. fotokopi Paspor, bagi Orang Asing yang memiliki Izin

Kunjungan.

Pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir  Pelaporan
Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), kepada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil ; dan

Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan
menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Dalam hal orang asing yang meninggal dunia berdomisili di luar
Daerah,  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil
memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan
pencatatan sipil tempat domisili yang bersangkutan:



(5)

(1)

(3)

Lalam hal orang asing yang berdomisili di Daerah dan meninggal
duma di luar daerah maka berdasarkan pemberitahuan dari Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan
pencatat

an sipil tempat terjadinya kematian, Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil mencatat dan merekam dalam data base
kependudukan

Pasal 63

Pencatatan Pelaporan kematian se
yang tidak ditemukan jenazahnya
dicatat pada Dinas Kependudukan
Pen;atatan Pelaporan kematian seba
(1) dK|:<akukan dengan memenuhi syar
a.

b. Surat Keteran

Seorang yang hilang atau mati
dan/atau tidak jelas identitasnya
dan Pencatatan Sipil.

gaimana dimaksud pada ayat
at berupa:

gan Catatan Kepolisian: dan

C. Salinan Penetapan pengadilan Mmengenai kematian yang hilang
atau tidak diketahui Jenazahnya

Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan tata cara

a. Pelapor mengisi  dan menyerahkan  Formulir Pelaporan
K_ematlan dengan melampirkan Persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), kepada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil:

b. Pejabat Penqa_tatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan
menerbitkan Kutipan Akta Kematian:

C.

Dinas  Kependudukan da

N Pencatatan Sipil mencatat dan
merekam dalam database

kependudukan.

Dalam hal pelaporan  kematian seseorang yang ditemukan
jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dicatat oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pencatatan pelaporan kematian
(4). dilakukan oleh Dinas Ke
berdasarkan Surat Keterangan

sebagaimana dimaksud pada ayat
pendudukan dan Percatatan Sipil
Catatan Kepolisian.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Surat
Keterangan Kematian.



(4)

(1)

()

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengangkatan Anak
Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak
Pasal 64
Eencatatan pelaporan pengangkatan anak dilakukan pada Dinas

ependudukan dan Pencatatan Sipll

Pencatatan
(1) hanya
diterbitkan of

Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat

diberkan bagi anak-anak yang akte kelahirannya
eh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa fotokopi:

8. Penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak;
b. Kutipan Akta Kelahiran:

c. KTP pemohon: dan
d. KK pemohon.

Pencatatan pengangkatan anak
(1), dilakukan dengan tata cara-

a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir  Pelaporan
Pengangkatan  Anak dengan  melampirkan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan
merekam ke dalam database kependudukan:
Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil memberikan catatan pinggir pada Register Akta
Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak_

sebagaimana dimaksud pada ayat

Paragraf 2
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 65

Pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan.

Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya diberikan bagi anak-anak yang akte kelahirannya diterbitkan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah:




(4)

b Surat Pengakvan Anak dan ayah bioloais yang disetujui oleh ibu
kandung

¢ Kutipan Akta Kelahiran dan

d  fotokopi KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung

Pencatatan pelaporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara

a. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan
Pengakuan  Anak dengan  melampirkan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Pengakuan
Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak:

¢ Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta

Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran:

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll  sebagaimana

dimaksud pada huruf b dan huruf ¢ merekam data pengakuan

anak dalam database kependudukan

Paragraf 3
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 66

Pencatatan pelaporan pengesahan anak dilakukan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan pengesahan anak

sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hanya diberikan pada pemo

hon yang berdomisili di Daerah.

Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah:
Kutipan Akta Kelahiran:

fotokopi Kutipan Akta Perkawinan;
fotokopi KK dan
fotokopi KTP pemohon

© Q0T

Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilakukan dengan tata cara:

a. pemohon mengisi dan menyerahkan  Formulir - Pelaporan
Pengesahan  Anak dengan  melampirkan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan

membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan
Kutipan Akta Kelahiran



v Dinas Kependudukan  dan

Pencatatar Sipil st‘:bslga”i”fl“::
: a

dimaksud pada huruf b merekam data pengesahan anak da

UIHTHARSUC

database kependudukan

Bagian Kedelapan
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 67

Pencatatan Pelaporan perubahan nama dilakukan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

hanya diberikan bagi

ksud pada ayat (1)
oleh Dinag Kependud

penduduk yang akte kelahirannya diterbitkan

ukan dan Pencatatan Sipil

d pada ayat (1)
gan memenuhi syarat berupa

salinan Penetapan Pengadilan neger; tentang perubahan nama-
Kutipan Akta Catatan Sipil

Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin
fotokom KK, dan

fotokopl KTP.

Pencatatan Pelaporan pery

pada ayat (1), dilakukan dengan tata carg
a. pemohon m

éngisi  dan

menyerahkan Formulir Pelaporan
Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan
sebagaimang dimaksug pada

ayat  (2) kepada Dinas
€pendudukan dan

pinggir pada register akta
Ipan akta Catatan

sipil; dan
an dan Pencatatan Sipil
dimaksud Pada huryf p

sebagaimana
merekam data perubahan
database kependuduk

nama dalam
an

Bagian Kesembilan
rubahan Statys Kewarganegaraan

Pasal 68

Perubahan  statys k
menjadi  WN]| dil
Kependudukan dan Pen '

Pencatatan
dimaksuyd Pada ayat (1)
a. salinan Keputus

an  Presiden me
Kewarganegaraa

N menjadi WN;- atau



M

(2)

(4)

b salinan Keputusan Menter vang hidang tugasnya meliput
urusan kewarganegaraan

Kutipan Akta Catatan Sipil,

Kutipan Akta Perkawinan bagt yang sudah kawin,

fotokopi KK

fotokopi KTP: dan

fotokop Paspor

(o N ( I o N o/

Pencatatan perubahan  status kewarganegaraan

sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara

A pemohon mengisi dan menyerahkan - Formulir - Pelaporan
Perubahan  Status Kewarganegaraan  dengan melampirkan

bersyaratan sehagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pejabat - Pencatatan Sipil padic: Dinas - Kependudukan  dan

Pencatatan Sipk membuat catatan pggn pada regqister akta

catatan sipit dan kutipan akta catatan sipil
¢ Pojabat pada Dinas Kependudukan  dan Pencatatan
merekam  data perabahan status

sebagaimana dimaksud - pada harat b
kependudukan

§)

Sipil
kewarganegaraan
daloun  database

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Penstiwa Penting | ainnya
Pasal 69
Pencatatan pelaporan  pernistiwa penting

pejabat  Pencatatan  Sipil pada
Pencatatan Sipil

lainnya  dilakukan oleh
Dinas  Kependudukan  dan

Peristiwa penting lannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain perubahan jenis kelamin

Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa

a penetapan pengadilan mengenai peristiwa penting lainnya.

b KTP dan KK yang bersangkutan: dan

C Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan peristiwa penting lainnya

Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan tata cara

a pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pencatatan
Peristwa Penting Lainnya dengan melampirkan persyaratan
sebagaimana  dimaksud pada ayat  (2) kepada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

b Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan  Sipil melakukan  venfikasi dan validasi berkas
pelaporan peristiwa penting lainnya,  dan mencatat serta
merekam dalam register  penistiwa penting lainnya pada
database kependudukan



(2)

Pembetulan akta pencat
70 ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Penc

a

¢ Pejabat Pencatatan Sipl pada
Pencatatan Sipil membuyat Catatan
Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta

Dinas  Kependudukan dan

PInggir pada Register Akta
Pencatatan Sipil

Bagian Kesebelag
Pembetylan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 70

Pembetylan akta  pencatatan sipil

Pencatatan Sipil pada Dinas Ke
yang Menerbitkan  Aktg
€ncatatan Sipil

dilakukan
Pendudukan dan p
Pencatatan Sipil b
atau diminta oleh penduduk

oleh  pejabat
€ncatatan Sipil
alk inisiatif Pejabat

Pembetylan akta pencatat
ayat (1) kareng kesal
kepada Pemegang, dilakukan deng
A dokumen autentik vy |
Pencatatan sipil:

dokumen dimana terd

an - sipil sebagaimana dimaksud pada
ahan tulis redaksional dan belum diserahkan
anmengacu pada

ang menjad persyaratan penerbitan akta
b

apat kesalahan tyls redaksional

Pembetulan akta pencatatan sipil seb

ayat (1) karena kesalahan tylis red

kepada Pemegang, dilakukan sete

a dokumen autentik yang me
Pencatatan sipil,

b kutipan akta dimana terd

agaimana  dimaksucd pada
aksional yang telah diserahkan
lah memenuh; Syarat berupa

Njadr persyaratan penerbitan akta

apat kesalahan tylis redaksional

Pasal 71

atan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal

atatan Sipi| dengan tata cara
mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil

dengan melampirkan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis

redaksional dan menunjukkan dokumen autentik yang menjadi
PErsyaratan penerbitan pencatatan sipil;

Pejabat pencatatan sipil membuat
menggantikan akta pencatatan sipll
redaksional. dan menarik serta men
dari pemohon

Pejabat pencatatan sipil membuat catatan

pencatatan sipil yang dicabut sebagaim
mengenai alasan penggantian d

akta pencatatan sipil baru untuk
dimana terdapat kesalahan tulis
cabut akta pencatatan sipll lama

PINGQIr pada register akta
ana dimaksud pacda huruf b
an pencabutan akta pencatatan sipil



Paragral 2
Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil
Pasal 72

(1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan  oleh

Pejabal  Pencatatan Sipit pada Dinas Kependudukan — dan
Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembatalan  Akta  Pencatatan Sipth sebagaimana
dimaksud bada ayat (1) dilakukan dengan syaral adanya putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

(3) Pencatatan Pembatalan Akla

dimaksud pada-ayat (1) dilakukan dengan tata carn

S membuat catatan pinggi bada Register Akta Pencatatan il
8 menank (

an mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan
C

menetbitkan Akta Pencatatan SIp sesuar dengan pernintah
Putusan pengadilan

Pencatatan Sipil sebagaimana

Pasal 73

Dalam hal wilayah hukum Dinas Kependuduk:
yang menerbitkan akta berbeda d

pembatalan akta salinan putusan pe
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil oleh pemohon atau peng

i dan Pencatatan Sipil
engan pengadilan yang memutus
ngadilan disampaikan kepada Dinas

Sipil yang menerhitkan akta Pencatatan
adilan

Paragraf 3

Kutipan atau Salinan Akta Catatan Sipil Kedua dan Seterusnya

Pasal 74

(1) Akta Catatan Sipil yang hilang, rusak, atau tidak terbaca dapat
dimintakan Kutipan Akta Catatan Sipil Kedua dan seterusnya pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

(2) Setiap  penerbitan Kutipan Akta Kedua
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
alasannya dan dicatat dengan mem
Register Akta yang bersangkutan

dan seterusnya
harus mencantumkan alasan-
berkkan catatan pinggir pada

(3) Penerbitan Kutipan Akta Catatan Sipil Kedua d
sebagaimana dimaksud pada ayat
syarat berupa
a.  Surat Keterangan Kehilangan dari kepolisian

sipil yang rusak dan tidak terbaca dan

b, syaratsyarat lain  sesual persyaratan - permohonan  akta
catatan sipil yang hilang. rusak atau tidak terbaca

an seterusnya
(1), dilakukan setelah memenuhi

atau akta catatan



iy

(4)  Pencibitan Kutipan Akla Catatan Sipll Kedua dan seterusnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara
a  Penduduk mengisi blanko dengan menyerahkan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. dan
Pejabat Pencatatan Sipl pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan
menerbitan Kutipan Akta Catatan Sipil Kedua dan seterusnya

BAB V
DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Jenis Dokumen Kependudukan

Pasal 75

(1) Dokumen Kependudukan melhputi
a. Biodata Pendudyk

KTP

surat keterangan kependudukan dan

b
6
d
e Akta Pencatatan Sipil

(2) Surat keterangan kependudukan seb
(1) huruf d meliputi

Surat Keterangan Pindah

Surat Keterangan Pindah Datang

Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri,

Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri,

Surat Keterangan Tempat tinggal

Surat Keterangan Kelahiran

Surat Keterangan Lahir Mat

Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan

Surat Keterangan Pembatalan Perceraian:

Surat Keterangan Kematian

Surat Keterangan Pengangkatan Anak:

Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia

Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas: dan

Surat Keterangan Pencatatan Sipil

agamana dimaksud pada ayat

33—7\“_ DK@ ™o Qo0 T W

Bagian Kedua
Biodata Penduduk

Pasal 76
Biodata Penduduk sebagaimana dimasksud Pasal 75 ayat (1) huruf a

paling sedikit memuat
a. keterangan tentang nama;



b tempat dan tanggal lahr
alamat dan jatidins lainnya secara lengkap: dan

perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan
Peristiwa Penting yang dialami

Bagian Ketiga
Kartu Keluarga

Pasal 77

(1) KK seba

gaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1) huruf b memuat
k

eterangan mengenai
kolom nomor KK

Nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga:
NIK;

QO

Jenis kelamin:
alamat:
tempat lahir

tanggal lahir:
agama:

pendidikan

pekerjaan:

status perkawinan

status hubungan dalam keluarga;
kewarganegaraan

dokumen imigrasi: dan

nama orang tua

- O STy AN OO O

© = 3

(2) Keterangan mengenai kolom a

gama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bagi Penduduk yan

g agamanya belum diakui sebagai
agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani
dan dicatat dalam database Kependudukan.

(3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk
selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.

(4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil kepada Penduduk WNI dan Orang Asing yang
memiliki Izin Tinggal Tetap.

(5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di

Jadikan salah satu dasar
penerbitan KTP.

Pasal 78

(1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki

Izin Tinggal Tetap
hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.



(1)

Perubahan susunan keluarga dakan g waph dilaporkan kepada
Instansy Pelaksana selambat Fimbatnya 30 (tiga pulul) har sexiak
tetjadinya perubahan

Berdasarkan laporan sebagaimana dimiaksd pada ayat (2), Dinas
Kependudk

wan - dan Pencatatan Sipl mendaftar dan menerbitkan
KK

Bagian Keempat
Kartu Tanda Penduduk

Pasal 79

Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap
yang telah berumur -

17 (tyuh belas) tahun atau telah kawin atau
Pernah kawin wajib memiliki KTP

Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki 1zin

Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib
memilik; KTp

KTP sebagaimana dim

aksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku
secara nasional

Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila masa
berlakunya telah berakhir

Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat
bepergian

Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya
diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP

Pasal 80

KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memuat
keterangan tentang -

NIK;

nama,

tempat tanggal lahir:
laki-laki atau perempuan:
agama,

status perkawinan;
golongan darah;
alamat;

pekerjaan;
kewarganegaraan:
pas foto;

masa berlaku;



- lempat dan tanggal dikeluarkan KTP
N tandatangan pemegang KTP. dan

O memuat nama dan nomor induk pegawal pejabat yang
Menandatanganinya

Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dusi dengan

hama lengkap pemberian orang tua dan tanpa glear akademis,
gelar kebangsawanan maupun gelar keagamaan

Keterangan tentang
bag Penduduk ya
berdasarkan ketent
Penghay
dalam g

agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ng agamanya belum diakui sebagal agama
uan Peraturan Perundang-undangan atau bagi

at kepercayaan tidak diisi, tetap tetap dilayani dan dicatat
atabase kependudukan

Dalam KTp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang
untuk memuyat kode keamanan dan re

kaman elektronik pencatatan
Peristiwa Penting

Bagian Kelima
Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 81

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan
tentang

S@Q "o a0 oW

nama lengkap.
NIK,

|enis kelamin,

tempat tanggal lahir
agama,
alamat,

Peristiwa Kependudukan: dan
Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang

Bagian Keenam
Akta Pencatatan Sipil

Pasal 82

(1) Akta Pencatatan Sipil terdir atas:

a. Register Akta Pencatatan Sipil: dan
b Kutipan Akta Pencatatan Sipil

(2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 83

(1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat selur

uh data Peristiwa
Penting.



2\
ll !

(4)

Uata Peristiwa Penting  yang berasal darn KUA Kecamatan
duntegrasikan ke d

alam database kependudukan dan  tidak
diterbitkan Kutinan Akta Pencatatan Sipi|
Re

dister Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dir
Ke

awat oleh Dinas
PeNdudukan dan Pencatatan Sipil

Register Akta Pencatatan Sipil memuat

a  Jenis Peristiwa Penting

b dan status kewarganegaraan

€ Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting

d nama dan identitas pelapor

€ tempat dan tanggal peristiwa:

£ nama dan Identitas saksi

9. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta' dan

h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang

Pasal 84
Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdin atas kutipan akta
kelahiran:
kematian:
perkawinan
Perceraian; dan
pengakuan anak

D QO T WL

Kutipan Akta Pencatatan S;
jenis Peristiwa Penting,
NIK dan status kewarganegaraan

nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
tempat dan tanggal peristiwa;

tempat dan tanggal dikeluarkannya akta:

Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan

pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang
terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil

pil memuat

Q@ 0O QOO0 T WD

Bagian Ketujuh
Pembetulan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 85

Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami
kesalahan tulis redaksional

Pembetulan KTP sebagaimana
dilaksanakan dengan atau tanpa p
menjadi subjek KTP

dimaksud pada ayat (1)
ermohonan dari orang yang



(3)

Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 86

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa
hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan

BAB VI
PELAKSANAAN PELAYANAN KTP DI DESA/KELURAHAN
Pasal 87

Guna memberikan kemudahan dalam pelayanan KTP kepada
Penduduk WNI, dilaksanakan pelayanan KTP di Desa/Kelurahan

Pelayanan KTP g; Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diperuntukkan bagi warga masyarakat yang mempunyai

Kartu Keluarga ( KK ) yang sudah ber-NIK Nasional (KK SIAK) serta
berdomisili di Desa/Kelurahan tersebut

Untuk  pelaksanaan pelayanan  KTP di  Desa/Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa/Kelurahan

menunjuk  Petugas Pelayanan KTP dari  unsur Perangkat
Desa/Kelurahan

Dalam  melaksanakan pelayanan KTP di Desa/Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pas foto dalam KTP,

dilakukan dengan pengambilan foto langsung di Desa/Kelurahan
tersebut

Pelayanan KTP di Desa / Kelurahan dilaksanakan secara bertahap

dan pada tahun anggaran 2010 telah dilaksanakan pelayanan KTP
di seluruh Desa / Kelurahan

Pasal 88

Pelayanan KTP di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 87 dilaksanakan pada jam kerja dengan membawa
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38

Proses penerbitan KTP di Desa/Kelurahan dilakukan dengan tata

cara:

a. Pemohon/warga masyarakat mengisi dan menandatangani serta
menyerahkan formulir permohonan KTP kepada Petugas
Registrasi Desa/Kelurahan,



Pelugas Registrasi Desa/Kelurahan melakukan verfikasi dan

validasi data serta menulis dalam Buky Harian Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa Penting ( BHPKPP ),

Kepala Desa/Kelurahan menandatangani formulir permohonan
KTP

Petugag Pelayanan KTP Desa/Kelurahan  melakukan
PeNgambilan  foto, pembacaan data untuk Klarifikasi dan
Pencetakan KTp:

epala Desa/Kelurahan membubuhkan fiat pertanggungjawaban
disebelah kanan tanda tangan Kepal

a Dinas Kependudukan dan
f Pencatatan Sipil, dan

diserahkan kepada pemohon

Dalam pelaksanaan pelayanan  KTp
sebagaimang g

di Desa/Kelurahan
oleh Dinag Ke

Imaksud dalam Pasal 87 Blanko KTP disediakan
pendudukan dan Pencatatan Sipil

Pengajuan blanko KTP sebagaimana dim

dilakukan dengan cara Kepala DesalKelira
Permohonan hop blanko KTP kepad
dan Pencatatan Sipil dilampiri

a. Laporan PeNnggunaan blanko (
Berkas PE€mohonan KTP dan

C. Biaya denda keterlambatan perpanjangan KTP

aksud pada ayat (3)
han mengajukan surat
a Kepala Dinas Kependudukan

blanko terpakai dan rusak ),

Pasal 89

an Perjanjian Kerja Sama antara
bupaten dengan Pemerintah Desa.

Hak dan Kewajiban Kelurahan dalam pelaksanaan pelayanan KTP
di Kelurahan diatur dalam Penugasan dari Pemerintah Kabupaten
kepada Lurah

BAB VI|
PENGENAAN SANKS| ADMINISTRATIF

Pasal 90

Pengenaan sanksi administratif
Penduduk sebagaimana diatur dal
Pasal 109 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraa

n  Administrasi Kependudukan
dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil.

berupa denda kepada setiap
am Pasal 107, Pasal 108, dan

Sanksi administratif berupa de
dimaksud pada ayat (1) diken
Retribusi Pelayanan Pendafta

nda bagi penduduk sebagaimana
akan bersamaan dengan pembayaran
ran Penduduk dan Pencatatan Sipil



(3)

(1)

()

(6)

an retribust, maka

1M he 3t \ndudukan tidak dikenak
Datam hal dokumen keper 2 permohm‘a”

pengenaan sanksi dilaksanakan pada saat pengajuall
pelayanan pendaftaran penduduk dan pancatatan sipll

Apabila pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipll
dilaksanakan oleh Kecamatan atau Desa/Kelurahan, petugas yang
ditunjuk untuk melaksanakan pelayanan wajib menyetorkan
pembayaran sanksi administratif berupa denda kepada Bendahara
Penerimaan atau petugas yang ditunjuk pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil dalam waktu paling lambat 1 (satu) har kerja
terhitung sejak diterimanya pembayaran

Pasal 91

Penduduk yang merasa dirugikan sebagal akibat terlambatnya

pengurusan Dokumen Kependudukan di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, dapat melaporkan kepada

a. Bupati, apabila yang dilaporkan adalah Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, atau

b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, apabila yang
dilaporkan adalah Pejabat atau Pegawai di Lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipll

Laporan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus menyebutkan secara jelas nama pejabat atau pegawai
dan pelanggaran yang dilakukan dengan disertai bukti

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati
atau Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan
pemeriksaan.

Apabila Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pejabat
atau Pegawal di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil terbukti melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan
yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam
batas waktu yang ditentukan, maka kepada yang bersangkutan
dikenakan sanksi berupa denda sebagaimana diatur dalam Pasal
110 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pembayaran sanksi berupa denda sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dibebankan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, Pejabat atau Pegawai di Lingkungan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipll

Bupati dapat mendelegasikan  pelaksanaan  pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemernntah Daerah Kabupaten
Kudus.



Pasal 92

(1) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 90 dan Pasal 91 dibayarkan kepada Bendahara Penerimaan

alau petugas yang ditunjuk pada Dinas Kependudukan - dan
Pencatatan Sipil

Setiap Pembayaran dicatal dalam buku penenimaan dan diberikan
Tanda Buk, Pembayaran

Hasi| Pembayaran sanksi administratif berupa denda disetorkan ke

Kas Daerah paling lambat 1 (satu) han sejak diterimanya
Pembayaran
Pasal 93
Guna

melaksanakan ketentuan  sankst  administratf berupa denda
sebagaimang

tercantun  dalam Pasal 90 diberikan Tanda Bukti
Pembayaran S¢

i *bagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati
ini

BAB VIl
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 94

Menunjuk dan menugaskan kepada
a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pen

catatan Sipil untuk
1 memberikan pelayanan pend

aftaran penduduk dan pencatatan

sipil
2 melaksanakan pengelolaan administras; kependudukan dan
menyelenggarakan Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK)

3. mengenakan sanksi administratif berupa denda bagi penduduk
yang melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dan
Peristiwa Kependudukan dan

4. mengenakan sanksi berupa denda bagi pejabat atau pegawai di
lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang
melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang

memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam
batas waktu yang ditentukan

b. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
untuk mengkoordinasikan pelaksanaan sanksi administratif berupa
denda, antara lain pembinaan teknis dan penyediaan sarana.



Inspektur untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tehtang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan beserta peraturan
pelaksanannya

Camat dan Kepala Desa/lLurah untuk membantu Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka memberikan
pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

Satuan Polig| Pamong Praja untuk menegakkan pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan beserta peraturan
pelaksanaannya

Penyidik Pegawai Neger Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah
Kabupaten ~Kudus untuk melaksanakan penyidikan  atas
pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor

Tahun 2008 tentang  Penyelenggaraan  Administrasi
Kependudukan beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, Inspektur, Camat. Kepala Desa/lLurah, Satuan Polisi
Pamong Praja, dan Penyidk Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 bertanggung jawab kepada
Bupati secara hierarkhis

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 96

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 97

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka

1. Peraturan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun 2006 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan dan Legalisir

Dokumen Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2006 Nomor 27)



2 Peraturan  Bupati Kudus Nomor 12 Tahyn 2008
Kelembagaan Pengelola  Sistem
Kependudukan (SIAK) i

Kabupaten Kudus Tahun 200

8 Nomor 12). dan
dica

but dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 98
Peraturan Bupati ini mula berlaku pada t
Agar setiap

orang  dapat mengetahuinya,
pengundangan Peraturan Bupati ini deng

anggal ditetapkan

!

lf»‘n JABATAN | pagas|

[ ey s mm—

.

.
=

[t Ditetapkan d; Kudusg
EL Sekda pada tangga)—25 Mei 2009
g 2. F"u‘ f"“}:‘ S N '4-(/‘
‘5 3

B

I KUDUS,

€3

Sek/ Kahid | ¢

4. | Lainnya é;

undangkan di Kudus
da tanggal 26 Mei 2009

MUSTHOTA

-KRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

BADRI HUT@/MO

RITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2009 NOMOR 17

Informasi  Administrasi
Kabupaten Kydys (Berita Daerah

memerintahkan
an penempatannya dalam
enta Daeragh Kabupaten Kudus

w &



(IETRINIE

ot ENNESA TR PR B DA A I B g VI i A
¥ CENNVN R RIS AT 0 B AR bl ¢
LA VAN P I A T U B

E N R

O e g g H'!Ml‘ll' [/
O T TR T ,,,;wa*H
RN IR N REY VAT imu;lHH”“"'
HEiRg gy Vebieig e HEHEE T

RRICERRRIRIRTHREVAY LA el
NN

IR LNaY
BN e i b 11

AU 0 0 09 40001
NIRR NN LA N R N (RN N S AN RN TR A TR TR

N ADMINE AL
PENDUDURAN

P0 M RANEANEIARE AT 1) g
IV NEYA ADNRIR ey
AL ANTE AL LA LAY A L) P ALOAL
PURBCENVA REEENEWW ARy
LWNLY

.\(.l_mmnlhwu.\l\Nnmsu LS Tahin oon
pentany Panvelenggataan At i
Wependudulan

U Wilan
Rp 5000,
‘t\lmhnm\g Lima ibu apiahy
i Janggal / ]

| \ o
INo REG
| Bendahara Ponotinaan
|

!

PEMERINTAH KABUPATL N KUDUS
DENDA ADMINIS TRA L)
MELAMPAUL BATAS WAIKTU 1L EAPORAN
PERISTIWA KL PENDUDUKAN
(WN1)

Peraturan Daerah Nomor 12 1ahun 2008
Tentang Penyelenggaraan Administias
Kependudukan
S —

2 Bulan
Rp. 10000,
(Terbilang = Sepuluh ribu rupiah)
Tanggal [ |

No REG
Bendahara Pencnimaan

I

AN ALY

N (RTRYIYYIRYNTHY

P VAR (L

VEER g g i e

NN EITEN FUR P gy f It
IR TR NTHITIN Fe
WAL A A g FMAE ) 2t
PPy FERE 0 /1
(WA

"""‘““'“l|’«H=m|| Flomeion 10 palin st

Fonbeig Festiyolongger g Adlenitiilaligg
Pl oy

(R
Fpe 100 O

FCtothilang  tiaton HOE il
Langgal / /
Moy (N

| FROn el venr e 1ot 1

FEME N TA) AU AT MR
DENDA ADMIFETHA T
METAMEAULTIATAY WAR T L APOIAN
PERES TIWA KL PE ROUOUIKAN
(WNA)

Poraturan Daarah Nomor 12 Tahun 2004

Fontang Ponyelongagaraan Aty
Kepondudukan

D lan [
Rp 200 000, |

(Terhikang Duacratus ibu rapiany
‘ i langgal / /
| No Rl (3

Boendaha Pencimann




T T e

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DENDA ADMINISTRATIF
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